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ABSTRAK

Pajak adalah sebuah sumber pemasukan bagi Negara, dalam sejarah yang
kita tau saat ini, pemerintahan di Indonesia, dari Indonesia merdeka sampai saat
ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi salah satu sumber yang bisa
diandalkan bagi daerah masing-masing. Dan berdasarkan dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka pajak bersumber
dari pendapatan daerah. Dari peraturan ini bekerja untuk maksimalkan pekerjaan
pemerintah daerah kepada semua masyarakat yang ada. Dan dalam praktek saat
ini, penerapan dengan nilai transaksi yang dasar perhitungan dari pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sering terjadi masalah
dikarenakan cukup banyak dalam masalah nilai transaksi yang diajukan pada
wajib pajak yang sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petugas dari
pajak tersebut. Dalam masalah penelitian ini bagaimana dengan otoritas pajak
dalam melakukan memverifikasi dalam pengumpulan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan atau Bangunan di Kota Batam. Bagaimana dengan ketentuan upaya
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan yang tidak sesuai dengan nilai
transaksi karena objek pajak di Kota Batam, dan apakah sanksi administratif
dalam perpajakan bisa dikenakan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau
Bangunan yang dibayar lebih rendah oleh wajib pajak di Kota Batam. Tujuan
penelitian untuk mencari tau bagaimana sanksi dan hambatan serta solusi dalam
pembayaran pajak tanah dan bangunan dibawah nilai transaksi. Metode penelitian
yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah data sosiologis. Hasil penelitian
ini hambatan verifikasi dan validasi BPHTB oleh Dinas BPPRD sering terjadi
dengan munculnya nilai jual beli yang dibuat dibawah nilai transaksi/nilai pasar
akan tetapi yang seharusnya wajib diatas nilai NJOP yang telah ditetapkan Dinas
BPPRD sedangkan sanksi yang dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana
dengan ancaman satu tahun penjara.

Kata Kunci : Wajib Pajak, Sanksi Pajak BPHTB, Pemerintah Kota Batam



ABSTRACT

Taxes are a source of income for the State, in the history we know today, the
government in Indonesia, from an independent Indonesia to the present, local
taxes and levies have become one of the reliable sources for each region. And
based on Law No. 28/2009 concerning Regional Taxes and Levies, the tax comes
from regional income. From this regulation works to maximize the work of local
government to all existing communities. And in current practice, the application
of the transaction value based on the calculation of the tax on the acquisition of
land and building rights (BPHTB) often occurs because there are quite a lot of
problems in the value of the transaction submitted to the taxpayer that is very
inconsistent with what is expected by the officer from the tax. In this research
problem, how about the tax authority in conducting verification in collecting the
Acquisition Fee for Land and Building Rights in Batam City. What about the
provisions on Efforts to Obtain Land and Building Rights Fees that are not in
accordance with the transaction value due to tax objects in Batam City, and
whether administrative sanctions in taxation can be imposed with Land and
Building Obligation Fees which are lower paid by taxpayers in Batam city. The
research objective is to find out how sanctions and obstacles and solutions in
paying land and building taxes below the transaction value. The research method
used in writing this journal is sociological data. The results of this study are
verification and validation obstacles BPHTB by the BPPRD Office often occurs
with the emergence of the sale and purchase value that is made below the
transaction value / market value, but which should be above the NJOP tax object
sale price determined by the BPPRD Service while sanctions are subject to
administrative sanctions and sanctions a sentence of one year in prison.

Keywords : Taypayer; BPHTB Tax Sanctions, Batam City Government
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